
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
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Tertentu. Perubahan.  

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN   
NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR 

PRODUK TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. 
 

bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus 
barang dan efektivitas pelaksanaan dan 
pengawasan impor produk tertentu, perlu  
melakukan perubahan terhadap beberapa 
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                 
83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 
Impor Produk Tertentu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang 
Ketentuan Impor Produk Tertentu; 

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
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Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564); 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4775); 

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan 
Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan 
Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di 
Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5277); 

  10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab 
Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan 
Luar Negeri; 

  11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun  
2013; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor  56 Tahun 2013; 

  14. Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 
tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/                                   
PER/3/2008; 

  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                         
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan 
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Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan 
Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam 
Kerangka Indonesia National Single Window; 

  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            
54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan 
Umum di Bidang Impor; 

  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                             
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/ 
PER/8/2012; 

  18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                             
18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada 
Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan 
Perdagangan; 

  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan 
Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/                          
PER/12/2012; 

  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                 
83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 
Impor Produk Tertentu; 

  21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                                  
24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara 
Wajib; 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 
TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor   
83/M-DAG/PER/12/2012 tentang  Ketentuan Impor Impor Produk 
Tertentu diubah sebagai berikut: 
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